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ABSTRAK 
Nama : Khaerul Awal 
NIM : 10500110056 
Jurusan : Ilmu Hukum 
Fakultas : Syari’ah dan Hukum 
Judul :       Tinjauan Yuridis Keterangan Saksi Korban Tindak 
Pidana Kejahatan Pemerkosaan Di Kota Makassar 
(Studi Kasus 2010-2013 di Pengadilan Negeri 
Makassar). 
 
   Dalam Penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Tinjauan 
Yuridis Keterangan Saksi Korban Tindak Pidana Kejahatan Pemerkosaan di 
Kota Makassar (Studi Kasus 2010-2013 di Pengadilan Negeri Makassar), Hal 
ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus perkosaan dimana pelakunya bukan 
hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga ada pelaku masih remaja. 
Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai 
perkosaan. Sehingga perlu diketahui, bagaimana peraturan hukum terhadap 
tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh kalangan dewasa dan remaja 
menurut hukum dan perundang-undangan, dan bagaimana pula penerapan 
hukum terhadap pelaku perkosaan tersebut. 
   Metode pendekatan yang dipakai penulis yaitu yuridis, meninjau 
masalah yang diteliti dari segi ilmu hukumnya serta melihat fakta-fakta yang 
terjadi di pengadilan negeri yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, penulis 
memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Bahwa peraturan hukum 
dan perundang-undangan terhadap tindak pidana perkosaan telah diatur dalam 
pasal 285 KUHP tentang perkosaan, pembuktian di persidangan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. Rumusan pasal ini memberikan kita garis hukum bahwa alat 
bukti yang di peroleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan, hakim 
mengambil putusan berdasarkan keyakinannya, keyakinan hakim diperoleh 
dari minimal dua alat bukti yang sah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Dalam perkembangan sejarah hukum acara pidana menunjukkan bahwa 
ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang di dakwakan, 
sistem  atau teori bervariasi menurut waktu dan tempat. Negara Indonesia sama 
dengan Negara Belanda dan Negara Eropa continental lainnya. Menganut bahwa 
hakimlah yang menilai alat bukti yang dibuktikan dengan keyakinan hakim 
sendiri, berbeda dengan dengan sistem Negara Anglo Saxon seperti Amerika 
Srikat yang menganut salah tidaknya seseorang (quity not quity). Indonesia 
sebagai Negara hukum telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang 
menjerat pelaku pemerkosaan  dengan hukuman sebesar-besarnya 12 sampai 15 
tahun penjara. Hal ini sesuai dengan pasal 285 KUHP yang berbunyi: 
 Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa 
perempuan yang bukan istrinya  bersetubuh dengan dia diancam karena 
melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan 
pasal 291 KUHP yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya 
menjadi lima belas tahun penjara.
1
 
 
Meski adanya hukuman yang menjerat pelaku tindak pidana perkosaan 
dengan hukuman penjara, namun bukan berarti selesailah sudah derita yang 
dialami korban tersebut. Akan tetapi malah sebaliknya, korban akan tipis 
kepercayaannya kepada hukum. Selain perumusan pembuktian dalam tindak 
pidana perkosaan menurut pasal 285 KUHP, ada pula salah satu isu dari banyak 
                                                          
1
Moeljatno, kitab undang-undang hukum pidana, (Jakarta: Bumi Aksara,2005), hal 105-
107 
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permasalahan tantang pembuktian pemerkosaan adalah asas unus testis nullus 
testis, yang berarti satu saksi bukanlah saksi apabila tidak ada alat bukti lain yang 
sah, sebagai asas yang dianut oleh pasal 185 ayat (2) KUHAP, menyatakan:   
keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa 
bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
2
 
Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa 
dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seorang wanita 
sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi 
perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya 
karena pengaruh rangsangan lingkungan, seperti film atau gambar-gambar porno 
dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak 
dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan 
maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam 
setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni pelaku, korban dan 
situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya 
suatu tindak pidana perkosaan. 
Paparan itu menyangkut derita korban yang cukup komplikatif, bukan 
hanya berkaitan dengan fisik, namun juga psikologis dan sosial. Kasus kebiadaban 
yang menimpanya telah merenggut harkat dirinya dan dapat membuatnya seperti 
sosok manusia yang tidak berguna lagi di tengah-tengah masyarakat. Penderitaan 
secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan 
                                                          
2
Moeljatno, kitab undang-undang hokum acara pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). 
Pasal 185 KUHAP. 
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keperawanan (kesucian) di mata masyarakat atau pihakpihak lain yang terkait 
dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan 
rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan 
ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan 
terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya. Penderitaan fisik, 
artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini 
bukan hanya yang terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek, 
namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana 
korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong 
pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan 
dari korban.
3
 
Ditengarai, sebagian besar korban perkosaan lebih condong memilih 
berdiam diri,  pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya 
daripada melaporkan kejadian yang menimpanya ke aparat kepolisian. Angka 
statistik jumlah perkosaan yang tercatat di kepolisian, besar kemungkinan adalah 
angka minimal. Di luar itu, diduga masih banyak kasus-kasus perkosaan lain yang 
tidak teridentifikasi. Tindakan korban yang memilih tidak melaporkan kasus yang 
dialaminya itu dapat dipahami karena di mata mereka, kalaupun mencoba 
menuntut keadilan, belum tentu hukum akan memihaknya. Bahkan, tidak mustahil 
kalau mencoba menuntut keadilan, justru mereka terpaksa mengalami kembali 
“perkosaan baru” yang tak kalah sadis Pendapat itu mengungkap mengenai nasib 
korban yang dihadapkan pada situasi eksklusif, serba membatasi diri dari 
                                                          
3
Abdul Wahid, Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual 
(Bandung: Refika Aditama,2001). Hal 82-83 
. 
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pergaulan dengan sesama kaum laki-laki karena dirinya sudah merasa tercemar, 
tidak berharga lagi di mata masyarakat yang memuja kesucian dalam pengertian 
keperawanan (virginitas).  
Perkosaan yaitu perbuatan yang keji bahkan menuduhnya saja sudah 
dilarang oleh Agama, Ayat ini sangat keras sebagaimana firman Allah SWT 
dalam QS An Nuur/24: 4 
                          
                    
Terjemahnya: 
  Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] 
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah 
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima 
kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang 
fasik.
4
 
 
Kasus perkosaan memang sulit untuk diungkapkan, karena perkosaan 
mempunyai kaitan-kaitan yang komplek dan sangat luas, baik dari internal dan 
eksternal diri seseorang maupun masyarakat. Maka dari pada itu kasus ini 
seringkali sulit untuk diungkapkan kebenarannya oleh karna faktor dari korban itu 
sendiri. Dalam suatu kasus kejahatan seksual pembuktian sangat penting untuk di 
lakukan demi terungkapnya siapa pelaku dan apa motif kejahatan seksual itu 
terjadi. Dari sudut psikologis, beban depresi moral yang dipikul oleh korban akan 
sulit untuk dihilangkan. Fenomena menarik semacam inilah yang selanjutnya akan 
                                                          
4
 Kementrian Agama, Quran dan Terjemahan. Surah An-Nur 24 Ayat 4 
 5 
 
penulis bahas dalam penelitian ini lebih memperhatikan hal mengenai sulitnya 
mendapatkan keterangan saksi korban yang mengalami trauma. Berdasarkan 
uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ Tinjauan Yuridis 
Keterangan Saksi Korban Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kejahatan 
Pemerkosaan di Kota Makassar” 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai 
keterangan saksi korban dalam proses pembuktian tindak pidana kejahatan 
pemerkosaan serta dasar putusan hakim dalam mempertimbangkan keterangan 
saksi korban. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas tersebut maka rumusan 
masalahnya adalah:  
1. Faktor – faktor apa yang menyebabkan sulit memperoleh keterangan saksi 
korban? 
2. Bagaimana dasar putusan hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi 
korban? 
D. Kajian Pustaka 
1. Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui  Pendekatan 
Hukum Progresif. 
 Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan 
penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi 
peristiwa pidana? Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan 
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melalui upaya, yakni dengan cara mengumpulkan keterangan saksi-saksi, dan 
mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan 
kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa 
pidana. 
 Penyelidikan dan penegakan hukum acara pidana melalui pendekatan 
hukum progresif ini merupakan upaya memecahkan masalah yang selama ini 
masih saja sering terjadi terutama dalam tahap penyidikan, hingga ke proses 
peradilan pidana, dalam pembahasannya dimulai dari ketentuan hukum yang 
diatur secara normatif kedalam hukum yang progresif, artinya hukum ditinjau dari 
nilai-nilai hukum yang sesungguhnya.
5
 
2. Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan 
Praktik Peradilan. 
 Korban kejahatan dalam kajian teoretis dan praktik peradilan pidana 
posisinya teramat asing dan diasingkan. Akan tetapi walaupun demikian korban 
kejahatan peranannya teramat penting dalam proses pidana. Bertitik tolak dari 
aspek demikian, maka seharusnya sistem peradilan pidana pada umumnya dan 
peradilan pidana di Indonesia pada khususnya hendaknya memberikan ruang 
gerak yang cukup luas terhadap eksistensi korban tersebut. 
 Filsafat pemidanaan yang dijatuhkan hakim Indonesia yang bersifat 
integratif mencakup dimensi legal justice, social justice dan moral justice. Oleh 
karena itu, aspek ini berkorelasi dengan kebijakan hukum pidana yang lebih 
                                                          
5
 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum 
Progresif . (Jakarta, Sinar Grafika, 2012). 
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mengkedepankan sarana penal dan non penal sehingga penegakan hukum yang 
dilakukan dapat mencakup segala lapisan masyarakat. 
 Walaupun korban kejahatan posisinya teramat asing dan diasingkan dalam 
sistem peradilan pidana maka untuk kedepan diharapkan korban kejahatan 
diberdayakan dengan diberikan melakukan upaya hukum peninjauan kembali 
sebagai dikenal dalam praktik peradilan di Indonesia telah dilakukan baik dalam 
kualitasnya sebagai saksi korban, pihak ketiga yang berkepentingan, Penasihat 
Hukum yang mewakili terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum yang 
mewakili korban dan negara.  Apabila dikaji dari kebijakan formulatif yaitu 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
maka pengertian korban dipergunakan terminologis berbeda-beda yaitu sebagai 
pelapor (Pasal 108 KUHAP), pengadu (Pasal 72 KUHP), saksi korban (Pasal 160 
KUHAP), pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80, 81 KUHAP), dan pihak 
yang dirugikan (Pasal 98, 99 KUHAP). 
 Sebagai komparative maka di negara Republik Rakyat Cina (RRC) korban 
kejahatan dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali dengan syarat 
limitatif secara ketat hanya berupa adanya "Novum", yang lazimnya disebut 
dengan terminologi "Zheng Ju", dimana ditentukan dalam Article 203, Article 204 
Criminal Procedure Law Of The People's Republic of China Nomor 64 yang 
mulai berlaku sejak tanggal 17 Maret 1996. 
 Dengan titik tolak dan dimensi untuk memperkaya khazanah literatur di 
tanah air pada umumnya maka buku "Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif 
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Teoretis dan Praktik Peradilan", dibuat dengan harapan dapat dijadikan acuan baik 
bagi mahasiswa hukum, praktisi, akademisi, pengamat hukum dan lain 
sebagainya.
6
 
3. Tesis  Ira Dwiati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana 
Perkosaan Dalam Tindak Pidana.  
 Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap 
perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan tersebut, 
utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang 
telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada 
kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, 
pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis. 
Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain: mengetahui 
ide dasar perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan; mengetahui 
perlakuan terhadap korban selama proses peradilan pidana pada kasus tindak 
pidana perkosaan, mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 
memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan.  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum yang dibagi 
menjadi 2 (dua) cabang studi, yang pertama hukum dapat dipelajari dan diteliti 
sebagai suatu studi mengenai law in books, dan yang kedua adalah hukum yang 
dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in action. Mempelajari dan 
meneliti hubungan timbal balik antara hokum dengan lembaga-lembaga sosial 
                                                          
6
Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik 
Peradilan. (Bandung, Mandar Maju, 2010). 
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yang lain, studi terhadap hukum sebagai law in action merupakan studi ilmu 
sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris.  
Penelitian menghasilkan kesimpulan: (a) ide dasar dalam konteks 
perlindungan hukum terhadap korban kejahatan (tindak pidana perkosaan) adalah 
dengan adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh 
masayarakat maupun aparat penegak hukum seperti pemberian 
perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan 
nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses 
pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya 
merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta 
instrument penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban 
kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan; (b) perlakuan terhadap korban 
perkosaan selama proses peradilan pidana, dimana aparat penegak hukum masih 
memperlakukan perempuan korban kekerasan (perkosaan) sebagai obyek, bukan 
subyek yang harus didengarkan dan dihormati kah-hak hukumnya; (c) upaya-
upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap 
korban tindak pidana perkosaan adalah dengan pemberian restutusi dan 
kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian 
informasi yang menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena 
melalui informasi ini diharapkan fungsi control masyarakat terhadap kinerja 
kepolisian dapat berjalan dengan efektif.
7
 
 
                                                          
7
 www.eprints.undip.ac.id/17750/1/Ira_Dwiati_.Diakses pada hari minggu 6 july 2014 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan sulit memperoleh keterangan 
saksi korban. 
2. Untuk mengetahui dasar putusan hakim dalam mempertimbangkan keterangan 
saksi. 
Kegunaan dalam penelitan ini sebagai berikut : 
A. Segi praktis 
1) Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun 
saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas dalam hal 
yang mengenai masalah tindak pidana kejahatan pemerkosaan. 
2) Dapat menjadi masukan bagi dunia peradilan dalam menyelesaikan 
perkara tindak pidana kejahatan pemerkosaan. 
B. Segi Teoretis 
Hasil penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi sumbangan yang 
berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana. 
Disamping itu menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin 
mengadakan penelitian yang sejenis. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Sistem Pembuktian. 
Pembuktian merupakan salah satu tahap dalam proses persidangan dan 
merupakan salah satu tahap yang paling penentuan dimana tahapan untuk 
mengajukan bukti-bukti yang menyatakan adanya peristiwa pidana dan 
terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Secara umum pembuktian 
berasal dari kata bukti yang artinya suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang 
cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian 
adalah perbuatan membuktikan.
1
 
Membuktikan mengandung maksud dan usaha umtuk menyatakan 
kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap 
kebenaran tersebut. 
Menurut R.Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses 
membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukan 
oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan.
2
 
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 
pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan 
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa . Pembuktian juga merupakan 
                                                          
1
 Lilik Mulyadi, putusan hakim dalam hokum acara pidana (Bandung: citra aditya 
bakti,2007), hal 50-51 
2
 R.Subekti, Hukum Pembuktian,( Pradnya Paramita, Jakarta, 1985), Hlm 1   
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ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang 
boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.
3
 
Menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan dalam arti yuridis adalah 
memberi dasar-dasar yang cukup pada hakim yang memeriksa perkara yang 
bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang 
diajukan. 
1. Sistem pembuktian menurut undang-undang yang positif. 
Menurut sistem ini, maka salah atau tidaknya sejumlah alat-alat bukti yang 
telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut sistem ini pula pekerjaan Hakim 
semata-mata hanya mencocokkan apakah sejumlah alat bukti yang telah 
ditetapkan dalam undang-undang, bila sudah ada Hakim tidak lagi perlu 
menanyakan isi hatinya, (yakin atau tidak) tersangka harus di nyatakan salah dan 
di jatuhi hukuman. Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak turut mengambil 
bagian sama sekali, melainkan Undang-undanglah yang berkuasa di sini. 
2. Sistem Pembuktian menurut undang-undang yang Negatif. 
Menurut sistem ini Hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman, apabila 
sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, di tambah dengan keyakinan 
Hakim akan kesalahan terdakwa terhadap peristiwa pidana yang di tuduhkan 
kepadanya, namun walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika Hakim tidak 
yakin tentang kesalahan terdakwa, maka harus di putus bebas. Dalam sistem ini, 
bukan Undang-undang yang berkuasa melainkan Hakim, tetapi kekuasannya itu 
dibatasi oleh Undang-undang. 
                                                          
3
 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua., 
(Jakarta, 2008. )Hlm 273   
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3. Sistem Pembuktian bebas. 
Menurut sistem ini, Undang-undang tidak menentukan peraturan ssperti 
sistem pembuktian yang harus di taati oleh Hakim, sistem ini menganggap atau 
mengakui juga adanya alat-alat bukti tertentu, akan tetapi alat-alat ini tidak 
ditetapkan dalam undang-undang seperti sistem pembuktian menurut undang-
undang yang positif dan sistem pembuktian menurut Undang-undang yang 
Negatif. Dalam menentukan macam-macam dan banyaknya alat-alat bukti yang di 
pandang cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa, Hakim mempunyai 
keleluasan yang penuh,ia bebas menetapkan. Adapun peraturan yang mengikat 
padanya adalah bahwa dalam putusannya dia harus menyebutkan pula alasan-
alasannya. 
4. Sistem Pembuktian melulu Berdasarkan atas Keyakinan Belaka. 
Menurut sistem ini Hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang tertentu, 
dia memutuskan kesalahan terdakwa melulu berdasarkan keyakinannya. 
Dalam hal ini Hakim yang penuh dengan tidak di kontrol samasekali. Tentunya 
selalu adanya alasan berdasarkan pikiran secara logis, yang mengkibatkan seorang 
Hakim mempunyai pendapat tentang terbukti atau tidak dari suatu keadaan. 
Soalnya adalah bahwa dalam sistem ini, hakim tidak di wajibkan menyebut alasan 
– alasan itu dan apabila hakim menyebutkan alat – alat bukti yang di pakainya, 
maka hakim dapat memakai alat bukti apa saja.
4
 
Keberadaan sistem ini adalah bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan 
yang terlalu besar kepada ketetapan kesan – kesan perorangan belaka dari seorang 
                                                          
4
Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradya Paramitha, 2002) 
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Hakim, pengawasan terhadap putusan – putusan hakim seperti ini sukar untuk di 
lakukan, oleh badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan – pertimbangan 
Hakim, yang mengalirkan pendapat Hakim kearah putusan. 
 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 
dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindakan pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah ( melakukannya ). Ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, 
keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.
5
 
B. Alat – Alat Bukti. 
1. Bukti. 
KUHAP tidak menjelaskan apa itu bukti. Menurut Kamus Umum Bahasa 
Indonesia, bukti ialah suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan 
kebenaran suatu hal atau peristiwa. Tindakan penyidik membuat BAP Saksi, BAP 
Tersangka, BAP Ahli atau memperoleh Laporan Ahli, menyita surat dan barang 
bukti adalah dalam rangka mengumpulkan bukti. 
Dengan perkataan lain bahwa : 
1.   Berita Acara Pemeriksaan Saksi; 
2.   Berita Acara Pemeriksaan Tersangka; 
3.   Berita Acara Pemeriksaan Ahli/Laporan Ahli; 
4. Surat dan Barang bukti yang disita, kesemuanya mempunyai nilai 
sebagai BUKTI. 
 
                                                          
5
R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasan,(Surabaya: Usaha Nasional, 1981) 
 
 15 
 
2. Barang Bukti. 
Barang bukti ialah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak 
pidana yang terjadi. Agar dapat dijadikan sebagai bukti maka benda-benda ini 
harus dikenakan penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik dengan surat izin ketua 
pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya benda yang dikenakan 
penyitaan berada. Kecuali penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada Komisi 
Pemberantasan Korupsi tidak perlu ada izin ketua pengadilan negeri setempat. 
Adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :  
1.   benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau 
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak 
pidana, 
2.   benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan 
tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. 
3.   benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak 
pidana. 
4.   benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak 
pidana. 
5.   benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 
yang dilakukan. 
3. Alat Bukti. 
 Kekuatan alat bukti atau juga di sebut efektifitas alat bukti terhadap suatu 
kasus sangat tergantung dari beberapa faktor, sebut saja faktor itu adalah psiko – 
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sosial ( kode etik, kualitas penegak hukum, dan hubungan dengan warga 
masyarakat ) dan partisipasi masyarakat. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai 
kaidah hukum maupun sebagai tindak atau prilaku teratur dalam membimbing 
prilaku manusia, hingga hal itu menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap 
hukum secara ilmiah. 
 Suatu sikap tindak atau prilaku Hukum di anggap efektif, apabila sikap 
dan prilaku pihak lain menuju ke satu tujuan yang di kehendaki artinya apabila 
pihak lain memenuhi Hukum, tetapi kenyataannya tidak jarang orang tidak 
mengacu atau bahkan melanggar dengan terang – terangan, yang artinya orang itu 
tidak taat hukum.  
KUHAP juga tidak memberikan pengertian mengenai apa itu alat bukti. 
Akan tetapi pada Pasal 183 KUHAP disebutkan ”Hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.  
Rumusan pasal ini memberikan kita garis hukum, bahwa: 
1.   alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. 
2.  hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya. 
3.   keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. 
Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya 
dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan 
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sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran 
adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
6
  
Selain keterangan saksi yang menjadi korban perkosaan, yang dapat 
menyatakan bahwa dirinya telah diperkosa, hakim tidak dapat langsung 
memutuskan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi yaitu dengan meminta visum 
dari rumah sakit yang telah ditunjuk. Jika dari hasil visum ternyata terbukti 
adanya kekerasan dari keterangan  korban dan tersangka bahwa benar telah terjadi 
tindak pidana perkosaan, tidak hanya tubuh korban saja yang diperiksa tapi tubuh 
tersangka juga ikut diperiksa untuk melihat apakah ada bekas cakaran, pukulan, 
dan lain-lain sebagai perlawanan korban saat ia diperkosa oleh tersangka. 
Barang bukti yang terdapat dalam kasus perkosaan adalah seperti celana 
dalam, baju milik korban dan terdakwa, sprei yang terdapat noda sperma serta 
bisa juga benda lain yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. 
Karena telah diakuinya keadaan barang-barang bukti tersebut maka barang bukti 
tersebut akan mempunyai nilai sebagai keterangan saksi, keterangan terdakwa 
serta bisa juga menjadi alat bukti petunjuk yang dipakai oleh hakim, sehingga 
alat-alat bukti yang ada akan timbul keyakinan hakim. Dengan begitu syarat 
pembuktian seperti yang diharuskan di dalam KUHAP telah terpenuhi yaitu 
adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan ada keyakinan hakim untuk 
memutus perkara tersebut. 
 
                                                          
6 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.122 
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Pada dasarnya alat bukti adalah sesuatu yang dapat menampakkan 
kebenaran. Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara alat bukti artinya 
alat atau upaya yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk 
meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang 
memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh 
hakim untuk memutuskan perkara. Jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari 
keadilan ataupun pengadilan. Selain keyakinan hakim, Alat bukti mutlak 
diperlukan karena keyakinan hakim itu sangat subyektif maka dari itu 
sewajarnyalah apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang 
bersengketa itu menjadi dasar pertimbangan bagi hakim agar tercapai suatu 
keputusan yang objektif.
7
 
 Diformulasikan oleh undang – undang nomor 8 tahun 1981 ( KUHAP ) 
adanya 5 ( Lima ) alat bukti yang sah. Di bandingkan dengan hukum acara pidana 
terdahulunya yaitu HIR ( Stb 1941 nomor 44 ), ketentuan mengenai alat – alat 
bukti yang ditentukan oelh KUHAP mempunyai perbedaan yang perinsip HIR.
8
 
 Susunan alat – alat bukti dalam HIR di tuangkan dalam pasal 295 HiR. 
Mertimah Prodjohamirdjojo, 2001 : 106 – 107 mengemukakan Alat – alat bukti 
yang sah menurut ketentuan pasal 295 HIR sebagai berikut : 
( 1 ) Ketentuan saksi ( kesaksian ) 
( 2 ) Surat – surat 
( 3 ) Pengakuan, dan 
                                                          
7 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.11 
8
R. Sugandhi Sh, KUHP Dan Penjelasan,(Surabaya: Usaha Nasional, 1981) 
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( 4 ) Tanda –tanda atau penunjukan  
 Sedangkan alat – alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP, ( 
kansil dan Christine ST, 2002 : 13 ) sebagai berikut : 
( 1 ) Keterangan saksi  
( 2 ) Keterangan ahli 
( 3 ) Surat – surat  
( 4 ) Petunjuk 
( 5 ) keterangan Terdakwa 
 Ada hal – hal yang telah di ketahui oelh umum ( notoir feit ), hal ini tidak 
perlu di buktikan ( pasal 184 ayat 2 ). 
Contoh : matahari terbit di ufuk timur, dan tenggelam di bagian barat, besi yang di 
tempa itu panas, air limbah itu mengalir dari atas ke bawah. 
 Bila dibandingkan dengan alat – alat bukti yang tercantum dalam HIR ( 
pasal 295 HIR ), maka alat – alat bukti yang tercantum dalam KUHAP lebuh 
banyak jumlahnya dan susunan yang berlainan. Yaitu dengan di tambah alat bukti 
“ keterangan ahli “ dan susunan atau urutannya tidak sama, dan “ pengakuan 
terdakwa “ dalam HIR diganti istilahnya dengan keterangan terdakwa pada 
KUHAP 
1. Keterangan saksi. 
Pasal 1 butir 27 KUHAP di tentukan sebagai berikut : 
 Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang 
berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar 
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sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari 
pengetahuannya itu.  
 Mengenai siapa yang di sebut saksi, pasal 1 butir 26 KUHAP, di tentukan 
sebagai berikut : 
 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar 
sendiri, dia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 
 Pasal 1 butir 26 tersebut di atas hanya menyebutkan tentang orang yang 
dapat memberikan keterangan. Menyimak klausula di atas tentu di tafsirkan ada 
orang – orang tertentu yang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi. 
Memang dalam KUHAP sendiri telah di tentukan mengenai pengecualian – 
pengecualian untuk menjadi saksi. Pengecualian – pengecualian yang di maksud 
adalah di atur dalam pasal 169, 170, 171 KUHAP. Pengecualian menjadi saksi 
termasuk dalam pasal 168 KUHAP, ( kansil dan Christine S. T 2002 : 81 ) di 
tentukan sebagai berikut : 
a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus, ke atas atau ke bawah 
sampai derajat yang ketiga dari terdakwa atau sama – sama sebagai terdakwa. 
b. saudara dari terdakwa atau bersama – sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau 
bapak, juga karena yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak – 
anak terdakwa sampai derajat yang ketiga. 
c. suami atau istri terdakwa meskipun telah bercerai atau yang bersama – sama 
sebagai terdakwa. 
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 Selanjutnya pengecualian yang tertuang dalam pasal 170 KUHAP, di 
tentukan sebagai berikut : 
a. mereka yang karena pekerjaanya, harkat dan martabat atau pekerjaanya di 
wajibkan menyimpan rahasia, dapat di minta di bebaskan dari kewajiban 
untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang di 
percayakan kepada mereka. 
b. hakim yang menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan 
tersebut. 
 Pengecualian berikut tertuang dalam pasal 171 KUHAP, yang mengatur 
pengecualian keterangan tanpa sumpah yang di berikan oleh anak di bawah umur 
15 tahun dan orang sakit ingatan. Yang di maksud pasal tersebut, bahwa yang 
boleh di periksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah sebagai 
berikut : 
a. anak yang belum cukup umur lima belas tahun dan belum pernah kawin. 
b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa walau kadang – kadang ingatannya kembali. 
 Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP 
masih mengikuti peraturan lama HIR, di mana di tentukan bahwa mengucap 
sumpah merupakan suatu keharusan bagi seorang saksi sebagai alat bukti. 
Dalam pasal 160 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP di tentukan sebagai berikut : 
*ayat 3. 
Sebelum member keterangan, saksi wajib memberikan sumpah atau janji menurut 
cara Agama masing – masing, bahwa ia akan memberikan keterangan sebenar – 
benarnya tidak lain dari yang sebenarnya. 
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*ayat 4. 
Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau 
berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan. 
Konsekwensi dari suatu kewajiban adalah adanya saksi. 
Sanksi bagi saksi atau ahli yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa 
alasan yang jelas adalah dapat pengenaan sandera di tempat rumah tahanan 
Negara ( RUTAN ) paling lama empat belas hari. 
Dalam pasal 161 KUHAP di tentukan sebagai berikut : 
1. Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau 
berjanji sebagai mana di maksud pasal 160 ayat 3 dan ayat 4, maka pemeriksaan 
terhadapnya tetap di lakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua 
siding dapat di kenakan sandera di tempat rumah tahanan ( RUTAN ) paling lama 
14 ( empat belas ) hari. 
2. Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau 
ahli tetap tidak mau di sumpah atau mengucapkan janji , maka keterangan yang 
telah di berikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. 
Mengenai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi atau ahli yang tidak di 
sumpah atau mengucapkan janji, maka tidak dapat di anggap sebagai alat bukti 
yang sah, tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan 
hakim. 
Dalam pasal 185 ayat 7 KUHAP di tentukan sebagai berikut : 
Keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai satu dengan yang 
lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan 
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keterangan dari saksi yang di sumpah dapat di pergunakan sebagai tambahan alat 
bukti sah yang lain. 
2. Keterangan ahli 
 Dalam pasal 28 KUHAP, ( kansil dan Christine ST, 2002 : 13 ) di tentukan 
sebagai berikut :  
 Keterangan ahli adalah keterangan yang di berikan oleh seorang yang 
memiliki keahlian khusus tentang hal yang di perlukan untuk membuat terang 
suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 
Selanjutnya menurut wirdjono prodjodikoro, 1967 ( Bambang Waluyo 1992 : 21 ) 
di tentukan sebagai berikut : 
 seorang ahli adalah mengenai suatu penilaian mengenai hal – hal yang 
sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan hal – hal lain. 
 Selanjutnya pasal 168 KUHAP ( kansil dan christine S.T 2002 : 88 ) di 
tentukan sebagai berikut : 
 Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang 
pengadilan. 
 Keterangan ahli ini dapat juga di berikan pada waktu pemeriksaan oleh 
penyidik atau penuntut umum yang di tuangkan dalam bentuk laporan dan di buat 
mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. 
 Jika hal itu tidak di berikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau 
penuntut umum, maka pemeriksaan sidang, di minta untuk memberikan 
keterangan dan di catat dalam berita acara pemeriksaan. 
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Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di 
hadapan hakim 
9
 
Berpijak pada pasal 179 ayat 1 KUHAP dapat di kategorikan bahwa ada dua 
kelompom ahli yaitu, ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli – ahli 
lainnya, 
10
 
3. Alat Bukti Surat 
Surat merupakan alat bukti yang menduduki urutan ketiga dari alat – alat bukti 
lain sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. 
Pasal 187 KUHAP ( kansil dan christine S.T. 2002 : 89 ) menyatakan bahwa surat 
di buat atas sumpah jabatan atau di kuatkan dengan sumpah adalah : 
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang di buat oleh pejabat 
umum yang berwenang atau yang di buat di hadapannya, yang memuat 
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, di lihat atau di alami 
sendiri, di sertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. 
b. Surat yang di buat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan atau 
surat yang di buat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata 
laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang di peruntungkan bagi 
pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. 
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat yang berdasarkan 
keahliannya mengenai suatu hal sesuatu keadaan yang di minta secara resmi 
kepadanya. 
                                                          
9
R. Sugandhi SH, KUHP Dan Penjelasan,(Surabaya: Usaha Nasional, 1981) 
10
Waluyadi, SH,Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Gravika,2005) 
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d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat 
pembuktiaan yang lain. 
4.  Alat Bukti Petunjuk 
 Alat bukti petunjuk di atur dalam pasal 188 ayat 1 KUHP menyatakan : 
a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan 
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 
pidana dan siapa pelakunya. 
b. Petunjuk sebagaimana di atur ayat 1 hanya dapat di peroleh dari 
keterangan saksi, surat keterangan terdakwa. 
c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap 
keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah 
ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama 
berdasarkan hati nurani, pemegang peran dalam penentuan alat bukti 
petunjuk berdasarkan pada penilaian oleh hakim. 
5. keterangan terdakwa. 
 Pengertian keterangan terdakwa diatur dalam pasal 189 ayat 1 KUHAP : 
Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang 
perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri. 
 Berpijak pada ketentuan pasal diatas, pada prinsipnya keterangan terdakwa 
adalah apa yang dinyatakan atau yang di berikan terdakwa di sidang pengadilan. 
Meskipun demikian ketentuan itu tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa 
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yang di berikan di luar sidang dapat di gunakan untuk membantu menemukan 
bukti di persidangan pengadilan. 
 Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, adalah 
bahwa keterangan terdakwa tidak dapat di pergunakan untuk membuktikan 
kesalahan orang lain, kecuali di sertai alat – alat bukti lain. Hal ini mengingat 
terdakwa dalam memberikan keterangan tidak atau tanpa mengucapkan sumpah 
atau janji. 
 Di samping keterangan terdakwa itu bukan sebagai pengakuan terdakwa 
serta berdasarkan pada pasal 183 KUHAP, maka keterangan terdakwa tidak dapat 
untuk membuktikan terdakwa. 
a. Perkosaan adalah tindakan kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa 
hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dengan 
kondisi tidak ada kehendak dan persetujuan. 
b. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang 
berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan 
alasan dari pengetahuan itu.  
C. Kekuatan Pembuktian. 
1. Nilai pembuktian. 
Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi yang memenuhi syarat sah 
keterangan saksi: 
1. Diterima sebagai alat bukti sah 
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2. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan 
tidak mengikat) 
3. Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab 
menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran 
hakiki). 
4. Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan 
terdakwa dengan keterangan saksi a de charge atau alat bukti lain. 
Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli. 
1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. 
2. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat.  
3. Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim. 
Nilai Kekuatan Pembuktian Surat 
1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas 
2.Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau 
menentukan (lain halnya dalam acara perdata) 
3. Penilaian sepenuhnya terserah keyakinan hakim : 
Dalam Acara Perdata, akta otentik menjadi bukti dari kebenaran seluruh 
isinya, sampai dibuktikan kepalsuannya. Hakim harus mengakui kekuatan akta 
otentik sebagai bukti diantara para pihak, sekalipun ia sendiri tidak yakin akan 
kebenaran hasilnya. 
Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa 
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1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat dengan 
keterangan yang bersifat pengakuan utuh/ murni sekalipun pengakuan harus 
memenuhi batas minimum pembuktian 
2. Harus memenuhi asas keyakinan hakim. 
3. Dalam Acara Perdata suatu pengakuan yang bulat dan murni melekat 
penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. 
Bukti Petunjuk Sebagai Upaya Terakhir 
Petunjuk sebagai alat bukti yang sah, pada urutan keempat dari lima jenis alat 
bukti : 
-  Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa (yang diperiksa terakhir) 
-  Jadi petunjuk sebagai alat bukti terakhir 
-  Petunjuk baru digunakan kalau batas minimum pembuktian belum terpenuhi 
- Untuk menggunakan alat bukti petunjuk, hakim harus dengan arif dan 
bijaksana mempertimbangkannya. 
-   Petunjuk diperoleh melalui pemeriksaan yang : Cermat, Seksama, 
Berdasarkan hati nurani hakim. 
2. Beban pembuktian terbalik. 
Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku 
tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwalah di depan sidang pengadilan yang akan 
menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, 
terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada asasnya teori beban 
pembuktian terbalik (Shifting Burden of Proof)  ini dinamakan teori ”Pembalikan 
Beban Pembuktian” (Omkering van het Bewijslast atau Reversal Burden of Proof/ 
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Onus of Proof”). Pada hakikatnya makna dari Reversal Burden of Proof dan 
Shifting Burden of Proof berbeda. Jika Shifting Burden of Proof diartikan sebagai 
“Pergeseran Beban Pembuktian”11 maka Reversal Burden of Proof diartikan 
sebagai “Pembalikan Beban Pembuktian”. Perbedaan dari kedua pengertian 
tersebut, jika pada shifting burden of proof pada umumnya diterapkan sebagai 
pembalikan beban pembuktian yang terbatas atau tidak murni, sedangkan pada 
reversal burden of proof menggunakan pembalikan beban pembuktian yang murni 
atau mutlak menurut istilah Indriyanto Seno Adji “Pembalikan Beban Pembuktian 
yang Total atau Absolut”.12 
Beban pembuktian terbalik ini merupakan suatu bentuk penyimpangan 
asas hukum pidana yang berlaku universal. Penyimpangan asas hukum pidana 
yang berlaku universal ini terletak pada penyimpangan asas “siapa yang menuduh, 
maka dia yang harus membuktikan.”13  
Di mana dalam beban pembuktian terbalik, justru kewajiban terdakwa lah 
untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Asas lain yang juga diingkari dalam 
beban pembuktian terbalik ini adalah prinsip Non-self Incrimination sebagai asas 
umum terhadap penghargaan adanya prinsip praduga tidak bersalah (Presumption 
of Innocent). Hal ini disebabkan dalam beban pembuktian terbalik seorang 
                                                          
11
 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Prof. Oemar Seno 
Adji, SH & Rekan,( Jakarta,2006), hal.103 
12
 Indriyanto Seno Adji, Pembalikan Beban Pembuktian, Prof. Oemar Seno Adji, SH & 
Rekan, (Jakarta,2006), hal.138 
13
 Sapardjaja, “Ajaran sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana di Indonesia” 
Hal. 46 
 30 
 
terdakwa telah dianggap bersalah kecuali dia dapat membuktikan dirinya tidak 
bersalah. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jenis penelitian yang 
dipakai adalah penelitian Normatif. 
2. Lokasi Penelitian 
Dalam upaya mengumpulkan bahan guna menyelesaikan penulisan ini, 
penulis melakukan penelitian dengan lokasi penelitian di Kota Makassar. Dalam 
hal ini Pengadilan Negeri Makassar, Penulis memilih Kota Makassar sebagai 
lokasi  penelitian, mengingat Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang 
memiliki masyarakat yang heterogen dan perkembangan masyarakat yang pesat. 
Dan adapum gambaran umum mengenai Pengadilan Negeri Makassar sebagai 
brikut;  
Pengadilan Negeri Makassar didirikan sejak zaman pra kemerdekaan, 
yakni pada tahun 1916. Pada awalnya selain berfungsi sebagai tempat 
penghukuman bagi rakyat pribumi, Pengadilan Negeri Makassar juga menjadi 
tempat untuk mencari keadilan bagi warga asing yang bertempat tinggal di 
Makassar dan sekitarnya. Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang gedung 
Pengadilan Negeri Makassar sudah sering mengalami pemugaran atau renovasi, 
tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Karena itulah gedung Pengadilan 
Negeri Makassar yang masih kental dengan corak khas Belanda tersebut termasuk 
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di antara situs – situs heritage (peninggalan bersejarah) yang dilindungi oleh 
pemerintah kota Makassar. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini 
adalah penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut 
sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum 
doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – 
peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum yang lain, sebagai penelitian 
perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan 
terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. 
1. Populasi  
Dimaksud populasi yakni keseluruhan komunitas hukum yang ada 
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar mengingat jumlahnya 
terlalu besar dan nyata tidak efektif serta tidak efisien diteliti 
keseluruhannya,sehingga perlu dibijaksanai dengan penarikan beberapa 
informan tertentu agar supaya yang terpilih sudah dianggap mewakili 
informan lain 
2. Sampel 
Penelitian akan menggunakan sampel untuk mencari data seputar 
kasus mengenai pemerkosaan. Penelitian ini yang akan dijadikan informan 
terdiri dari Hakim, Panitera, dan Panitera Pengganti pada Pengadilan 
Negeri Makassar serta pihak yang berperkara, yang perkaranya sekaitan 
dengan penelitian ini. 
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C. Sumber Data 
 Dalam skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu 
1. Data primer 
Merupakan data yang di peroleh secara langsung dengan mengadakan 
penelitian dan wawancara dengan pihak – pihak yang terkait dengan 
permasalahan yang akan di pecahkan dalam penulisan ini. 
2. Data Sekunder 
 Merupakan data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan berupa 
literatur, dokumen – dokumen, serta bahan tertulis yang berhubungan dengan 
materi yang di bahas. 
C. Metode Pengumpulan Data. 
a. Wawancara 
 Yaitu wawancara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten 
(informan) untuk mendapatkan informasi atas pengamatannya dan 
pengalamannya dalam menerapkan sanksi pidana pemerkosaan. 
b. Studi Dokumentasi 
Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu 
pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder, data primer merupakan 
data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, ini berlainan dengan data 
sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen 
dan publikasi. Serta menelaah buku-buku, tulisan-tulisan dan serta perkara yang 
telah diputuskan, yang berhubungan dengan penerapan sanksi, dan peraturan 
perundang-undangan tentang pengadilan serta arsip perkara yang berkenaan 
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dengan tindak pidana pemerkosaan, bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini 
juga mencakup dari berbagai literatur buku, jurnal baik pada media cetak maupun 
dari media online, artikel-artikel ilmiah, makalah, dan hasil penelitian. 
D. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data – data 
penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah 
wawancara, dokumentasi, dan observasi. instrumen penelitian inilah yang akan 
menggali data dari sumber –sumber informasi. 
E. Tehknik Pengolahan dan Analisis Data. 
 Pengumpulan data primer di lakukan dengan menggunakan tehknik : 
Wawancara dengan pihak – pihak yang terkait, yaitu hakim pada pengadilan 
Negeri Kota Makassar. 
 Tehnik analisa data yang di gunakan adalah analisa kuantitatif proses 
pengolahan data yang di peroleh adalah setelah data tersebut analisa secara 
deduktif, yaitu berdasarkan dasar – dasar pengetahuan umum, kemudian meneliti 
persoalan – persoalan yang bersifat khusus, dari dasar analisis inilah kemudian di 
tarik suatu kesimpulan. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode sebagai 
berikut: 
a. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, 
mengutip atau memperjelas bunyi peraturan perundang - undangan dan 
uraian umum. 
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b. Komperatif  yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan 
perbedaan pendapat , terutama terhadap materi yang mungkin dapat 
menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Sulit Memperoleh Keterangan Saksi 
Korban. 
Tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari 
khususnya di Kota Makassar yang mengakibatkan dalam diri perempuan timbul 
rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang 
seringkali tidak berdaya dimata praktek peradilan pidana. Artinya, derita korban 
tidak dijembatani oleh penegak hukum, dalam hal ini hakim, yang berkewajiban 
menjatuhkan vonis. Terbukti, putusan-putusan yang dijatuhkan tidak sebanding 
dengan kejahatan yang dilakukan pada korban. Pentahapan penderitaan korban 
tindak pidana perkosaan dapat dibagi sebagai berikut: 
1. Sebelum Sidang Pengadilan 
Korban tindak pidana perkosaan menderita mental, fisik dan sosial karena 
ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. 
Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana 
perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada 
polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman 
pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya. 
2. Selama Sidang Pengadilan 
Korban tindak pidana perkosaan harus hadir dalam persidangan 
pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan 
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kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat 
rekonstruksi peristiwa perkosaan. Ia dihadapkan pada pelaku yang pernah 
memperkosanya sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi 
pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan 
kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban. Tetapi 
dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang 
terjadi bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana perkosaan yang lebih 
mampu mental, fisik, sosial daripada dirinya. Disini ternyata perlu disediakan 
pendamping atau pembela untuk pihak korban tindak pidana perkosaan. 
3. Setelah Sidang Pengadilan 
Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan masih 
menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian 
dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap 
dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak 
diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia 
telah cacat.  
Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak 
pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.   
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan korban tindak 
kekerasan seksual sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya 
perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum 
terhadap kasus yang menimpanya. Perempuan korban tindak kekerasan seksual 
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bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat 
perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri. 
Berikut penulis memaparkan hasil wawancara 25 juli 2014 pernyataan 
yang di kemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar H. Makmur, 
SH.,MH menerangkan bahwa: 
“Dapat kita bayangkan, bagaimana mungkin seorang perempuan yang 
lembut dan lugu dapat bertahan bila selama pemeriksaan mereka kembali 
‘ditalanjangi’ dan harus mengulangi kembali kisah berikut rekonstruksi aib 
perkosaan yang dialaminya”. Belum lagi bila perempuan yang menjadi korban 
perkosaan itu menjadi bulan-bulanan berita pers. Detail peristiwa perkosaan yang 
diekspose pers mungkin justru menjadi semacam “perkosaan baru” yang tak kalah 
memalukan bagi korban”.1 
 
Berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban perkosaan 
mengalami penderitaan lahir maupun batin. Keputusan korban untuk melaporkan 
kejadian yang menimpa dirinya pada pihak yang berwajib bukanlah keputusan 
yang mudah. Peristiwa yang begitu traumatik dan memalukan harus dipaparkan 
kembali secara kronologis oleh korban. Belum lagi sikap dan perlakuan aparat 
penegak hukum yang kadang memandang sebelah mata terhadap korban, karena 
pandangan umum selama ini terhadap korban perkosaan adalah sebagai orang 
yang buruk. Prosedur pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan hingga 
pemeriksaan di pengadilan harus dilalui oleh korban, sama seperti korban  
kejahatan lain apabila memperjuangkan hak perlindungan hukumnya. Proses 
peradilan pidana demikian menambah daftar penderitaan korban. 
Berbagi kesimpulan yang penulis dapatkan diatas sebagai berikut;  
                                                          
1
 Makmur,  Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 25 Juli 2014 
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1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat 
kehilangan keperawanan (kesucian) di mata masyarakat atau pihak yang 
terkait dengan korban. 
2. Penderitaan fisik, Artinya perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri 
korban, luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang 
robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka 
bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang 
sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna 
menaklukkan perlawanan dari korban.  
3. Tumbuh rasa kekurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, 
bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, 
sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. 
Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin 
menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus 
menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir. 
4. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga  
dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus 
dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat 
pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari 
penghargaan. 
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Penyelesaian suatu perkara Hukum di persidangan tergantung pada 
kehadiran dan keterangan saksi, ketiadaan perlindungan terhadap saksi korban 
menjadikan korban tidak berani membuat laporan, karena ancaman pelaku. Belum 
lagi penderitaannya selama proses pelaporan, pemeriksaan, pembuktian. Korban 
seolah-olah diadili berkali-kali untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut. 
Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara 
memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena 
itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. 
Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-
hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana 
dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana 
khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan 
untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa 
memperhatikan pula hak-hak para korban.
2
 
Namun kenyataannya yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di 
Pengadilan Negeri Makassar, keterangan saksi korban leluasa memberikan 
keterangannya pada saat proses persidangan berlangsung oleh karna perlakuan 
Hakim di persidangan terhadap saksi korban yang begitu sangat baik 
pelayanannya sehingga keterangan saksi korban tidak sulit untuk mendapatkan 
keterangannya pada saat proses persidangan berlangsung. 
Sehubungan dengan itu Hakim Pengadilan Negeri Makassar H. Makmur, 
SH.,MH menerangkan bahwa: 
                                                          
2
 Andi Hamzah, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 33 
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“Hakim dalam memberikan pertanyaan di persidangan tidak bertujuan untuk 
memojokkan korban, hanya diminta untuk menceritakan kronologis peristiwa 
perkosaan yang telah dialaminya, Apabila saksi korban dalam persidangan tidak 
mau bertemu dengan pelaku, maka hakim mempunyai kebijaksanaan untuk 
meminta pelaku untuk keluar agar saksi korban dapat memberikan keterangan 
tanpa merasa ada tekanan, Bagi korban anak perkosaan hakim dapat meminta 
keterangan saksi korban di luar persidangan. Hal ini dimaksudkan agar korban 
anak perkosaan tersebut tidak merasa tertekan karena takut dengan pelaku dan 
suasana sidang yang menurutnya terasa asing”.3 
 
Sebagaimana contoh kasus yang penulis dapatkan pada Pengadilan Negeri 
Makassar. Perkara Nomor; 474 Pid.B/2013/PN.Mks. yakni seorang bernama 
IZAN WAHYUNI sebagai saksi korban bersediah memberikan keterangan 
dengan apa yang telah dialaminya dan bersumpah menerangkan pada pokoknya 
bahwa: 
- Kejadiannya pada hari senin tanggal 14 januari 2013, sekitar pukul 14.00 
wita bertempat di kamar kos terdakwa di jl.sultan alauddin II lorong 
Pa’bentengan No. 26 B Makassar. 
- Kejadiannya berawal ketika saksi berada di Rumah kos saksi bersama 
dengan teman sedang tidur. Saat itu Hp saksi berbunyi, saksipun terbangun 
dan langsung memegang Hp serta menjawab telfon yang masuk dengan 
mengatakan “ini siapa : dijawab oleh terdakwa “ini Om. 
- Saksi bertanya “ada perlu apa” dijawab oleh terdakwa dengan menjawab 
“dengan siapa ditempat kosmu”, saksi menjawab “saya bersama teman 
yang bernama Nurlaela”. 
                                                          
3
 Makmur,  Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 25 Juli 2014 
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- Terdakwa selanjutnya mengatakan “apa kamu bias ke tempat kos saya, 
karna ada yang ingin saya tanyakan”, saksipun langsung ke tempat kos 
terdakwa. 
- Setelah tiba di tempat kos terdakwa karna pintu tertutup, saksi langsung 
mengetuk, terdakwapun membuka pintu dan saat itu terdakwa hanya 
memakai sarung  dan lampu kamar mati. 
- Terdakwa menyuruh saksi masuk ke kamar dan saksi masuk langsung 
duduk dilantai  kamar, terdakwa menyuruh saksi menutup pintu kamar, 
tetapi saksi tidak mau melakukannya, sehingga terdakwa menutup pintu 
kamar tersebut. 
- Stelah itu terdakwa juga duduk  dan mengatakan kepada saksi “saksi 
sering menerima cowo di kos”. Saksi mengatakan siapa yang sering 
memberikan informasi, terdakwa mengatakan “saya malu karnasaya 
Omnya” 
- terdakwa kemudian membunyikan tapenya dengan suara keras sambil 
menarik saksi ketempat tidur dan memaksa saksi untuk berhubungan 
suami isteri, tetapi saksi menolak dan berteriak, akan tetapi terdakwa tidak 
peduli, bahkan mengancam saksi mau di bunuh kalau berteriak. 
- Selanjutnya  terdakwa mengeluarkan celana dalam saksi dengan paksa 
dengan cara menariknya, kemudian terdakwa membuka paha saksi dan 
saat itu alat kelamin terdakwa sudah tegang. 
- Terdakwa menindis saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina 
saksi sambil menggoyang-goyangkan badannya setelah alat kelaminnya 
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masuk dan pantatnya di dorong sekalian dengan badannya yang 
berlangsung sekitar 5 (lima) menit. 
- Seingat saksi kemaluan terdakwa keluar masuk di vagina saksi sekitar 4 
(empat) kali. 
- Saksi tidak merasakan ada cairan keluar dari alat kelamin terdakwa hanya 
ada yang meleleh, saksi merasakan sakit pada pada saat itu dan tidak 
merasakan enak. 
- Saksi tidak dipukul dengan botol oleh terdakwa, tetapi hanya diancam 
saja.   
- Saksi pernah melakukan hubungan badan sebelumnya sebanyak satu kali 
dengan pacar saksi, tetapi bukan dengan terdakwa. 
- Pada waktu terdakwa menarik celana dalam saksi, celana dalam saksi 
tidak lepas dari badan saksi hanya robek saja, karena pada waktu itu saksi 
meronta-ronta dengan mempertahankan rok. 
- Pada saat terdakwa menggoyang-goyang pantatnya posisi tangan saksi 
mendorong terdakwa. 
- Sebelum melakukan hubungan badan dengan terdakwa, saksi sempat 
ditampar oleh terdakwa sebanyak satu kali pada bagian pipi kanan, namun 
tidak luka tetapi sakit. 
- Selain bagian badan saksi lainnya ada yang sakit yaitu paha kanan dekat 
dengan selangkangan dan paha kiri juga memar, penyebabnya karna 
terdakwa memasukkan tangannya (jari tangannya) kedalam vagina saksi 
sambil terdakwa tekan sambil meronta. 
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- Pada saat terdakwa menyetubuhi saksi posisi paha saksi terangkat dan 
terdakwa membukanya. 
- Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan botol Wisky yang terbuat 
dari kaca, tetapi saksi  tidak kena karena saksi tangkis. 
- Terdakwa menanggapi keterangan saksi dengan mengatakan keterangan 
saksi ada yang tidak benar yaitu pada saat saksi dating ke tempat terdakwa 
tidak hujan, menegenai celana dalam saksi yang robek, saksi yang sengaja 
merobeknya duluan.    
B. Dasar Putusan Hakim Dalam Mempertimbangkan Keterangan Saksi 
Korban (Studi kasus No: 474 Pid.B/2013/PN.Mks). 
Dasar putusan hakim dalam menerapkan kasus perkosaan pada perkara 
nomor: 474 Pid.B/2013/PN.Mks. ialah memperhatikan Pasal 285 KUHP tentang 
perkosaan menyebutkan bahwa: 
“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang 
bukan istrinya bersetubuh dengan dia diancam karena melakukan perkosaan 
dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”. 
 
Menimbang, berdasarkan bunyi pasal 285 KUHP tersebut, maka bagian inti 
deliknya adalah sebagai berikut: 
1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
2. Memaksa perempuan yang bukan istrinya. 
3. Bersetubuh dengan dia. 
Lampiran 1 Penetapan Nomor: 474 Pid.B/2013/PN.Mks. 
Menimbang, sebelum mempertimbangkan terbukti tidaknya terdakwa 
melakukan tindak pidana yang di dakwakan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan 
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menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh terdakwa dalam pembelaannya yang 
pokoknya sebagai berikut: 
- Keterangan saksi-saksi yang diajukan pada persidangan dan yang tertera 
dalam surat tuntutan tidak memenuhi spectrum alidae van lout, deenhaag 1986 
karena terdakwa didakwa atasdasar hanya berdasarkan aduan pihak korban 
yang belum memenuhi kebenaran hakiki. 
- Selama proses persidangan tidak pernah didengar saksi yang terdakwa ajukan 
kepada jaksa penuntut umum dan tidak pernah dihadirkan sebagai saksi kunci 
yang diajukan oleh pihak lawan dari permintaan majelis Hakim. 
- Terdakwa tidak pernah diberi hak unyuk didampingi penasihat Hukum, 
padahal berdasarkan ketentuan pasal56 ayat (1) dan (2) KUHAP seorang yang 
diancam hukuman diatas 5 tahun wajib didampingi penasihat Hukum. 
Menimbang, tentang dalil pembelaan terdakwa, bahwa keterangan saksi-
saksi yang diajukan pada persidangan dan yang tertera dalam surat tuntutan tidak 
memenuhi spectrum alidae van lout, deenhaag 1986 karena terdakwa didakwa atas 
dasar hanya berdasarkan aduan pihak korban yang belum memenuhi kebenaran 
hakiki,majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 
- Dalam perkara terdakwa, saksi yang dihadapkan di depan persidangan oleh 
penuntut umum bukan hanya saksi korban, tetapi ada saksi lain yaitu saksi 
Nurlaela dan saksi Jumadhin Ramadhan serta keterangan saksi Muhammad 
Sidiq dbacakan karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil 
secara sah dan patut. 
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- Saksi-saksi Nurlaela dan Jumadhin Ramadhan sebelum memberikan 
keterangan di persidangan terlebih dahulu bersumpah akan memberikan 
keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, dengan 
keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat sebagai saksi, sedangkan 
mengeanai kebenaran keterangannya akan dipertimbangkan pada saat 
mempertimbangkan masing-masing unsure tindak pidana yang didakwakan 
kepada terdakwa dengan mengacu pada ketentuan Hukum Acara Pidana yaitu 
Pasal 185 KUHAP.  
Menimbang, dalil pembelaan terdakwa, bahwa selama proses persidangan 
tidak pernah di dengar saksi yang terdakwa ajukan kepada jaksa penuntut umum 
dan tidak pernah dihadirkan sebagai saksi kunci yang diajukan oleh pihak lawan, 
majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 
- Karena terdakwa didakwa melakukan tindak pidana umum, maka sepenuhnya 
berlaku ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHAP. 
Berdasarkan ketentuan pasal 166 KUHAP menetukan beban pembuktian 
adalah kewajiban Penuntut Umum, akan tetapi terdakwa juga tetap berhak 
untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dan Hakim Wajib 
mendengarkan saksi yang menguntungkan tersebut baik yang ada dalam 
berkas penyidikan maupun yang diajukan oleh terdakwa. 
- Dalam perkara terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan 
menurut penuntut umum saksi-saksi tersebut telah cukup untuk membuktikan 
perbuatan terdakwa terbukti, sedangkan untuk saksi yang menguntungkan 
terdakwa, selain tidak ada yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan, 
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Majelis Hakim di persidangan telah memberikan kesempatan yang cukup 
kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan hanya untuk 
menghadirkan saksi yang menguntungkan di persidangan. 
Menimbang, tentang dalil pembelaan terdakwa, bahwa terdakwa tidak 
pernah diberi hak untuk didampingi Penasihat Hukum, padahal berdasarkan 
ketentuan pasal 56 aya (1) dan (2) KUHAP seorang yang diancam dengan 
hukuman penjara diatas 5 tahun wajib didampingi Penasihat Hukum, majelis 
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:   
- Pada pemeriksaan penyidikan terdakwa telah diberi kesempatan untuk 
didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa tidak menggunakan haknya 
untuk didampingi Penasihat Hukum, sebagaimana surat pernyataan terdakwa 
tanggal 15 Januari 2013, sedangkan untuk pemeriksaan di depan persidangan 
Majelis Hakim juga sudah menyampaikan hak terdakwa untuk didampingi 
Penasihat Hukum pada proses pemeriksaan di persidangan dan jika terdakwa 
tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri karena tidak mampu, maka 
Majelis Hakim akan menunjuk Penasihat Hukum pada POS BAKUM 
Pengadilan Negeri Makassar untuk di dampingi terdakwa secara Cuma-Cuma, 
akan tetapi terdakwa tidak bersedia dan menolak secara tegas di depan 
persidangan dan bersedia pemeriksaan perkara terdakawa dilanjutkan tanpa 
didampingi Penasihat Hukum. 
Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas dalil pembelaan 
terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus di tolak, sedangkan alas an pembelaan 
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lainnya akan di pertimbangkan pada pertimbangan masing-masing unsure tindak 
pidana yang didakwakan. 
Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, 
alat bukti surat dan barang bukti serta setelah mempelajari dengan seksama surat 
dakwaan, tuntutan pidan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, replik 
Penuntut Umum dan duplik terdakwa, sekarang Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan pidana penuntut, 
karenanya harus dijatuhi pidana sebaliknya harus dibebaskan karena terdakwa 
terbukti sacara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan atau terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hokum 
karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi bukan 
merupakan tindak pidana. 
Menimbang, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan 
Negeri Makassar dengan surat dakwaan tunggal yaitu : perbuatan terdakwa 
sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 285 KUHPadana: rumusannya 
berbunyi: 
 “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa 
perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena pemerkosaan 
dipidan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.  
 
Menimbang, berdasarkan bunyi pasal 285 KUHP tersebut, maka bagian 
inti deliknya adalah sebagai berikut: 
1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
2. Memaksa perempuan yang bukan istrinya. 
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3. Bersetubuh dengan dia. 
1. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
Menimbang, unsur ini bersfat alternative yaitu perbuatan terdakwa berupa 
kekerasan atau ancaman kekerasan dan jika salah satu dari perbuatan tersebut 
dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini terpenuhi. 
Menimbang, pasal 89 menetukan yang dimaksud dengan melakukan 
kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. 
Menimbang, melakukan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan 
tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya yang 
menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sangat sakit. 
Menimbang, berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta Hukum, antara 
lain sebagai berikut:  
- Kejadiannya pada hari senin tanggal 14 januari 2013, sekitar pukul 14.00 wita 
bertempat di kamar kos terdakwa di jl.sultan alauddin II lorong Pa’bentengan 
No. 26 B Makassar. 
- Kejadiannya berawal ketika saksi berada di Rumah kos saksi bersama dengan 
teman sedang tidur. Saat itu Hp saksi berbunyi, saksipun terbangun dan 
langsung memegang Hp serta menjawab telfon yang masuk dengan 
mengatakan “ini siapa : dijawab oleh terdakwa “ini Om. 
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- Saksi bertanya “ada perlu apa” dijawab oleh terdakwa dengan menjawab 
“dengan siapa ditempat kosmu”, saksi menjawab “saya bersama teman yang 
bernama Nurlaela”. 
- Terdakwa selanjutnya mengatakan “apa kamu bias ke tempat kos saya, karna 
ada yang ingin saya tanyakan”, saksipun langsung ke tempat kos terdakwa. 
- Setelah tiba di tempat kos terdakwa karna pintu tertutup, saksi langsung 
mengetuk, terdakwapun membuka pintu dan saat itu terdakwa hanya memakai 
sarung  dan lampu kamar mati. 
- Terdakwa menyuruh saksi masuk ke kamar dan saksi masuk langsung duduk 
dilantai  kamar, terdakwa menyuruh saksi menutup pintu kamar, tetapi saksi 
tidak mau melakukannya, sehingga terdakwa menutup pintu kamar tersebut. 
- Stelah itu terdakwa juga duduk  dan mengatakan kepada saksi “saksi sering 
menerima cowo di kos”. Saksi mengatakan siapa yang sering memberikan 
informasi, terdakwa mengatakan “saya malu karnasaya Omnya” 
- terdakwa kemudian membunyikan tapenya dengan suara keras sambil menarik 
saksi ketempat tidur dan memaksa saksi untuk berhubungan suami isteri, 
tetapi saksi menolak dan berteriak, akan tetapi terdakwa tidak peduli, bahkan 
mengancam saksi mau di bunuh kalau berteriak. 
Menimbang, perbuatan terdakwa menempeleng pipi kanan saksi korban 
dan mengancam akan membunuh saksi korban kalau berteriak menunjukkan 
bahwa perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan demikian unsur ini terpenuhi. 
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2. Unsur memaksa perempuan yang bukan isterinya 
Menimbang, makna unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa harus dilakukan dengan paksa sehingga korban itu tidak dapat melahan 
dan terpaksa melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya 
karena tidak dinikahi secara sah. 
Menimbang, tentang unsur ini Penuntut Umum dalam tuntutan pidana 
berpendapat unsur ini terpenuhi, sebaliknya terdakwa dalam pembelaannya 
berpendapat unsur ini tidak terpenuhi karena persetubuhan dilakukan karena suka 
sama suka. 
Menimbang, bahwa pembelaan visi dan versi Penuntut Umum dan 
terdakwa tentang terpenuhi tidaknya unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan 
berdarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. 
Menimbang, saksi korban Izan Wahyuni menerangkan pada pokoknya 
sebagai berikut: 
- Terdakwa menyuruh saksi masuk ke kamar dan saksi masuk langsung duduk 
dilantai  kamar, terdakwa menyuruh saksi menutup pintu kamar, tetapi saksi 
tidak mau melakukannya, sehingga terdakwa menutup pintu kamar tersebut. 
- Stelah itu terdakwa juga duduk  dan mengatakan kepada saksi “saksi sering 
menerima cowo di kos”. Saksi mengatakan siapa yang sering memberikan 
informasi, terdakwa mengatakan “saya malu karnasaya Omnya” 
- terdakwa kemudian membunyikan tapenya dengan suara keras sambil menarik 
saksi ketempat tidur dan memaksa saksi untuk berhubungan suami isteri, 
 52 
 
tetapi saksi menolak dan berteriak, akan tetapi terdakwa tidak peduli, bahkan 
mengancam saksi mau di bunuh kalau berteriak. 
- Terdakwa berusaha membuka celana dalam saksi korban dengan tangan 
kirinya, hingga celana dalam korban robek dan terlepas. 
Menimbang, keterangan saksi korban bersesuaian dengan alat bukti surat 
berupa hasil Visum Nomor VER-12/I/2013/RUMKIT tanggal 15 januari 2013 
yang ditanda tangani oleh dr. ABADI AMAN, Sp. OG. Menerangkan bahwa 
korban IZAN WAHYUNI mengalami: 
a. Luka memar pada paha bagian kiri dalam berjarak 8 cm dari pangkal paha 
berbentuk “V” yang mengarah keluar berwarna merah kebiruan dengan 
ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm. 
b. Luka memar pada paha bagian kiri dalam berjarak 22 cm dari lipat paha 
berwarna coklat diameter 0,5 cm. 
c. Luka memar pada paha bagian kiri dalam berjarak 25 cm dari paha berwarna 
coklat ukuran panjang 0,7 cm dan lebar 0,6 cm. 
d. Alat kelamin luka lecet pada kelamin luar sebelah bawah, selaput darah 
robekan kiri kanan, dan bawah tidak berdarah. 
Kesimpulan pada pemeriksaan tampak luka robekan lama pada selaput 
darah didapatkan juga tiga luka memar pada paha kiri bagian dalam, luka tersebut 
sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan benda tumpul. 
Menimbang, berdasarkan persesuaian keterangan saksi dan alat bukti surat 
diatas menunjukkan terdakwa telah melakukan perbuatan memaksa saksi korban. 
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Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah antara terdakwa 
dan saksi korban adalah suami isteri? 
Menimbang, selama pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta 
Hukum berdasarkan perseusaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 
bahwa antara terdakwa dengan saksi korban bukan suami isteri, dengan demikian 
unsur ini terpenuhi. 
3. Unsur bersetubuh dengan dia 
Menimbang, bersetubuh yang diamksudkan adalah masuknya alat kelamin 
laki-laki kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. 
Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah 
terungkap fakta hukum antara lain sebagai berikut: 
- Selanjutnya  terdakwa mengeluarkan celana dalam saksi dengan paksa dengan 
cara menariknya, kemudian terdakwa membuka paha saksi dan saat itu alat 
kelamin terdakwa sudah tegang. 
- Terdakwa menindis saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi 
sambil menggoyang-goyangkan badannya setelah alat kelaminnya masuk dan 
pantatnya di dorong sekalian dengan badannya yang berlangsung sekitar 5 
(lima) menit. 
- Seingat saksi kemaluan terdakwa keluar masuk di vagina saksi sekitar 4 
(empat) kali. 
- Saksi tidak merasakan ada cairan keluar dari alat kelamin terdakwa hanya ada 
yang meleleh, saksi merasakan sakit pada pada saat itu dan tidak merasakan 
enak. 
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Menimbang, fakta  bahwa alat kelamin terdakwa telah masuk/dimasukkan 
kedalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantatnya selama 5 (lima) 
menit, hingga alat kelamin terdakwa keluar masuk alat kelamin saksi korban 
sebanyak 4 (empat kali) ada cairan yang meleleh dari alat kelamin terdakwa, 
menunjukkan bahwa telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan dengan 
saksi korban dengan demikian unsur ini terpenuhi. 
Menimbang, dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yang kualifikasinya akan 
disebutkan pada amar putusan. 
Menimbang, selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak 
ditemukan alas an-alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik lasan 
pemaaf maupun alas an pembenar oleh karenya terdakwa adalah subyek Hukum 
pidana yang mampu bertanggungjawab, dengan demikan harus dinyatakan 
bersalah atas parbuatannya. 
Menimbang, oleh karna terdakwa pernah dan sedang ditahan, maka masa 
penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan. 
Menimbang, karena terdakwa ditahan dan Majelis Hakim tidak 
menemukan alaan yang cukup untuk mengeluarkan dari tahanan, maka terdakwa 
akan diperintahkan tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara 
dengan perimbangan, terdakwa berpotensi melarikan diri dan mengulangi 
melakukan tindak pidana. 
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Menimbang, tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa 
Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: 
Bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak 
hanya sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga 
untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan 
edukatif), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu 
(tujuan preventif). 
Menimbang, dengan mengacu pada pendapat diatas Majelis Hakim tidak 
sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana sebagaimana yang 
dimohonkan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, menurut hemat Majelis 
Hakim  pidana sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum terlalu berst untuk 
dijatuhkan kepada terdakwa, pendapat tersebut berdasarkan perimbangan keadaan 
yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut; 
Hal-hal yang memberatkan  
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban. 
- Perbuatan terdakwa sangat tercela baik dari perspektif agama maupun kultur 
masyarakat khususnya Sulawesi-selatan. 
- Terdakwa berbelat-belit dalam memberikan keterangan dan beralasan seolah-
olah perbuatannya dibenarkan menurut hokum agama. 
Hal-hal yang meringankan 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi. 
- Terdakwa belu  pernah dijatuhi pidana. 
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- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih dapat memperbaiki diri 
dikemudian hari. 
- Terdakwa seorang mahasiswa yang masih berkeinginan melanjutkan 
pendidikan. 
Menimbang, berdasarkan hal-hal diatas, hemat Majelis Hakim pidana 
sebagaimana pada amar putusan dibawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup 
adil dijatuhkan kepada terdakwa. 
Menimbang, tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam 
warna pink, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan. 
Menimbang, karna terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus dibebani 
membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan. 
Mengingat pasal 285 KUHP, pasal 22 ayat (4) pasal 46, pasal 193 ayat (1), 
pasal 197 ayat (1) dan pasal 222 KUHAP, serta pasal-pasal dari undang-undang 
dan ketentuan Hukum yang berhubungan perkara ini. 
MENGADILI 
- Menyatakan terdakwa SUBHAN REMANG ALIAS SUBHAN terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMERKOSAAN. 
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 5 (lima) tahun. 
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara. 
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- Menetapkan barang bukti yang terdiri atas 1(satu) lembar celana dalam warna 
Pink, dikembalikan kepada saksi korban IZAN WAHYUNI. 
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000 (seribu 
rupiah). 
C. Analisis Penulis Putusan Perkara Nomor: 474 Pid.B/2013/PN Mks.  
Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Makassar, baik itu 
melalui wawancara kepada Hakim yang terkait dengan perkara dalam tulisan ini, 
maupun dari studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang terkait. maka penulis 
berkesimpulan bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap 
pelaku tindak pidana yang dilakukan, Hakim terlebih dulu mempertimbangkan 
banyak hal terutama pembuktian secara Yuridis yang merupakan materi pokok 
dari seluruh tuntutan pidana untuk membuktikan tindak pidana apakah yang 
dilakukan oleh terdakwa dan apakah terdakwa bersalah atas tindak pidana 
tersebut. 
Memperhatikan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan yang berbunyi: 
“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa 
perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena pemerkosaan 
dipidan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.  
   
Adapun unsur-unsur yang didakwakan terdakwa oleh jaksa Penuntut 
Umum perkara nomor: 474 Pid.B/2013/PN Mks yaitu dakwaan tunggal : Pasal 
285 KUHP, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut 
berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan 
barang bukti. 
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Bahwa dari uraian   yang telah di kemukakan dalam analisa Hukum, maka 
ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah 
dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 
285 KUHP. 
Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan 
dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang 
pertanggungjawaban pidananya, apakah ada alas an-alasan yang menyebabkan 
terdakwa tidak dapat dipidana. 
Sepanjang pemeriksaan terdakwa di muka persidangan ini, tidak 
ditemukan adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun alasan penghapusan 
penuntutan sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan 
kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan melanggar pasal 285 
KUHP. 
Hal-hal yang jadi pertimbangan Penununtut Umum dalam mengajukan 
tuntutan pidana sebagai berikut:  
Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa mengahancurkan masa depan korban 
- Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan berbelat-belit. 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi 
- Terdakwa belum pernah dihukum. 
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Berdasarkan uraian yang dimaksud diatas dan berdasarkan ketentutan 
perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini Jaksa 
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar. 
MENUNTUT 
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan 
1. Menyetakan terdakwa SUBHAN REMANG ALIAS SUBHAN terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana “pemerkosaan” sebagaimana diatur 
dalam pasal 285 KUHP. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBHAN REMANG ALIAS 
SUBHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) 
tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap 
ditahan. 
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna pink 
dikembalikan kepada Pr.IZAN WAHYUNI 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.000 (dua ribu rupiah). 
Tetapi pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim tidak serta 
merta memenuhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebelum Hakim memutuskan 
terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang di dakwakan, ada 
banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan yang perlu ditanggapi oleh Majelis 
Hakim. Sebagaimana pada kasus perkosaan diatas.  
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Menimbang, sebelum mempertimbangkan terbukti tidaknya terdakwa 
melakukan tindak pidana yang di dakwakan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan 
menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh terdakwa dalam pembelaannya yang 
pokoknya sebagai berikut: 
- Keterangan saksi-saksi yang diajukan pada persidangan dan yang tertera 
dalam surat tuntutan tidak memenuhi spectrum alidae van lout, deenhaag 1986 
karena terdakwa didakwa atasdasar hanya berdasarkan aduan pihak korban 
yang belum memenuhi kebenaran hakiki. 
- Selama proses persidangan tidak pernah didengar saksi yang terdakwa ajukan 
kepada jaksa penuntut umum dan tidak pernah dihadirkan sebagai saksi kunci 
yang diajukan oleh pihak lawan dari permintaan majelis Hakim. 
- Terdakwa tidak pernah diberi hak unyuk didampingi penasihat Hukum, 
padahal berdasarkan ketentuan pasal56 ayat (1) dan (2) KUHAP seorang yang 
diancam hukuman diatas 5 tahun wajib didampingi penasihat Hukum. 
Menimbang, tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa 
Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: 
Bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak 
hanya sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga 
untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan 
edukatif), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu 
(tujuan preventif). 
Menimbang, dengan mengacu pada pendapat diatas Majelis Hakim tidak 
sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana sebagaimana yang 
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dimohonkan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, menurut hemat Majelis 
Hakim  pidana sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum terlalu berat untuk 
dijatuhkan kepada terdakwa, pendapat tersebut berdasarkan perimbangan keadaan 
yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut; 
Hal-hal yang memberatkan  
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban. 
- Perbuatan terdakwa sangat tercela baik dari perspektif agama maupun kultur 
masyarakat khususnya Sulawesi-selatan. 
- Terdakwa berbelat-belit dalam memberikan keterangan dan beralasan seolah-
olah perbuatannya dibenarkan menurut hokum agama. 
Hal-hal yang meringankan 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi. 
- Terdakwa belum  pernah dijatuhi pidana. 
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih dapat memperbaiki diri 
dikemudian hari. 
- Terdakwa seorang mahasiswa yang masih berkeinginan melanjutkan 
pendidikan. 
MENGADILI 
- Menyatakan terdakwa SUBHAN REMANG ALIAS SUBHAN terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMERKOSAAN. 
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 5 (lima) tahun. 
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- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara. 
- Menetapkan barang bukti yang terdiri atas 1(satu) lembar celana dalam warna 
Pink, dikembalikan kepada saksi korban IZAN WAHYUNI. 
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000 (seribu 
rupiah). 
Berikut penulis menguraikan pendapatnya mengenai sanksi yang 
didakwakan kepada terdakwa,menurut penulis hal ini sudah sesuai dengan 
undang-undang dimana terdakwa dijatuhi pasal 285 KUHP di putus dengan 
pedana penjara 5 (lima) tahun. karna dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagai 
berikut: 
- Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
- Unsur memaksa perempuan yang bukan isterinya. 
-  Bersetubuh dengan dia. 
Selain itu pertimbangan-pertimbangan hakim dalam kasus ini adalah selain 
mempertimbangkan alat bukti, barang bukti, hal-hal yang memberatkan, dan hal-
hal yang meringankan terdakwa, Hakim juga mempertimbangkan tuntutan 
Penuntut Umum karna pidana penjara yang dijatuhkan cukup berat untuk 
terdakwa. Mengingat terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak 
akan mengulanginya lagi kemudan terdakwa masih muda, sehingga masih dapat 
memperbaiki diri dikemudian hari. Maka dari pada itu hakim menjatuhkan 
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putusan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi penahanan yang 
telah dijalani oleh terdakwa.  
Majelis Hakim dalam memutus perkara menurut penulis sudah sesuai 
dengan undang-undang yang berlaku. Yang menjadi pertimbangan penulis adalah: 
- Terdakwa dan korban melakukan hubungan intim diluar pernikahan. 
- Terdakwa sudah melakukan kekerasan pada organ kelamin korban. 
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan seorang gadis remaja. 
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. 
- Perbuatan terdakwa  sebagai perbuatan amoral. 
Bahwa maksud penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak hanya sebagai 
pemulihan atas apa yang telah dilakukannya, tetapi juga untuk mendidik supaya 
terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta untuk mencegah masyarakat 
tidak berbuat yang semacam itu. Dalam hal ini seorang Hakim dalam tujuan 
utama penjatuhan hukuman tersebut adalah untuk menjaga kemaslahatan 
masyarakat pada umumnya dari segala bentuk keonaran termasuk juga untuk 
menjamin rasa tentram dan damai dalam masyarakat disamping segi kebaikan dari 
pribadi prilaku. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis hasil pembahasan dari penilitian pada Pengadilan Negeri 
Makassar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Korban tindak pidana perkosaan selain mengalami penderitaan secara fisik juga 
mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk 
memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana 
perkosaan tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa 
memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan 
perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang diimplementasikan 
dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak 
korban. 
Seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, baru dapat dipidana 
apabila perbuatan yang didakwakan kepada orang tersebut telah memenuhi semua 
unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa dapat 
dipersalahkan atas perbuatannya. 
2. Pertimbangan-pertimbangan hakim selain mempertimbangkan alat bukti, barang 
bukti, hal-hal yang memberatkan, dan hal-hal yang meringankan terdakwa, 
Hakim juga mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum karna pidana penjara 
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yang dijatuhkan cukup berat untuk terdakwa. Mengingat terdakwa telah 
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi kemudan 
terdakwa masih muda, sehingga masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari. 
Menurut penulis itu sudah tepat meski dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
menuntut 9 (Sembilan) tahun penjara. Namun Majelis Hakim menjatuhkan 
putusan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi penahanan yang 
telah dijalani oleh terdakwa. 
B. Implikasi Penelitian 
Dengan adanya sanksi pidana yang diberikan oleh pengadilan terhadap 
sesorang yang melakukan  perkosaan, bahwa majelis hakim seharusnya dapat 
memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa agar supaya dapat 
memberikan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar norma 
agama maupun norma kesusilaan, dan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dari 
segala bentuk keonaran yang terjadi, termasuk juga untuk menjamin rasa tentram dan 
damai dalam masyarakat, kemudian pula menjadi bahan pertimbangan bagi 
masyarakat agar tidak melakukan perbuatan demikian. 
Pemerkosaan di Indonesia termasuk masalah yang harus segera di benahi oleh 
kita semua karena sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pemerkosaan dapat 
merusak citra dan moral bangsa. Maka dari pada itu pemerintah dan masyarakat harus 
bekerja keras dalam menaggulangi tindak pidana pemerkosaan salah satunya dengan 
menanamkan sikap dan perilaku kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat yang 
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sesuai dengan nilai-nilai moral, budaya, adat istiadat dan ajaran agama masing-
masing serta menindaklanjuti dengan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan 
dan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai bahan pengetahuan kepada 
peniliti dari hasil penelitian dapat memberi masukan dan tambahan ilmu, 
pengetahuan,wawasan bagi saya atau para pihak yang terkait dan untuk penelitian lebih 
lanjut. 
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